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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bagi suatu daerah otonomi keuangan daerah saat ini sangatlah penting, 

utamanya di dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penerapan 

daerah otonom yang berhasil dapat dilihat dari kemampuan keuangan daerahnya 

(Halim, 2001). Artinya suatu daerah harus menguatkan kemampuan keuangan 

daerahnya guna mengeksplorasi sumber daya keuangan yang tersedia. Lalu  

menggunakan serta mengelola keuangan daerah sendiri untuk menyelesaikan 

kegiatan yang ada di pemerintahan, termasuk kegiatan administrasi pemerintahan 

dan kegiatan pembangunan. Maka dari itu, pemerintah daerah harus menjadikan 

pendapatan asli daerah sebagai sumber anggaran dana utama serta meminimalkan 

ketergantungan pada dana transfer yang diberikan pemerintah pusat. 

Kemandirian fiskal diperlukan untuk melaksanakan otonomi daerah. 

Keberadaan daerah yang tidak dapat mandiri secara finansial menggambarkan 

bahwa daerah tersebut belum bisa melaksanakan otonomi. Otonomi daerah 

dengan fiskal yang rendah dapat disebabkan oleh minimnya kemampuan sumber 

daya yang terlihat melalui indeks kapasitas fiskal (IKF) guna menghasilkan 

pendapatan daerah. Daerah yang kapasitas fiskalnya rendah akan mendapatkan 

transfer dari pemerintah pusat untuk anggaran belanja daerah seperti Dana 

Alokasi Umum yang lebih besar, namun keadaan ini dapat mengakibatkan daerah 

menjadi sangat tergantung pada dana perimbangan/transfer dari pusat (Halim, 

2001). 
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Tujuan dari transfer pemerintah pusat selain untuk mengurangi 

ketimpangan fiskal vertikal, juga bertujuan untuk mengatasi ketimpangan fiskal 

keuangan antar pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antar pemerintah 

daerah karena ketidakmerataan daya yang ada pada masing-masing daerah. 

Ketimpangan fiskal vertikal (vertical fiscal imbalance) merupakan perbedaan 

kapasitas /potensi fiskal dan kebutuhan fiskal antara pemerintah pusat dengan 

tingkat pemerintahan yang lebih rendah, sedangkan ketimpangan fiskal horizontal 

(horizontal fiscal imbalance) menunjukkan perbedaan kapasitas/potensi fiskal dan 

kebutuhan fiskal antara daerah satu dengan daerah lainnya. Hal ini dicapai dengan 

pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Sari, Susetyo, & Syirod, 2016). 

Kesenjangan fiskal sangat dipengaruhi oleh alokasi pendapatan sumber daya 

alam. Persentase bagi hasil sumber daya alam memberikan penghasilan yang 

cukup signifikan bagi penerimaan pemerintah daerah yang kaya akan sumber daya 

alam.  

Semakin besar Dana Alokasi Umum (DAU) yang dibagikan ke daerah, 

makin meningkat pula kesempatan melaksanakan pembangunan di daerah, namun 

kemajuan yang dicapai tidak akan pernah menciptakan kesamaan tingkat 

kemajuan dan kesejahteraan antar daerah. Dikarenakan daerah yang tertinggal dan 

miskin tidak mampu mengejar ketertinggalannya dari daerah yang sudah lebih 

dahulu maju. Apabila formulasi DAU dengan kebijakan historis itu diteruskan, 

dalam jangka panjang yang akan terjadi adalah kesenjangan yang makin meluas 
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antara kota atau kabupaten (desa), serta antara daerah maju dan tertinggal (Sari, 

Susetyo, & Syirod, 2016). 

Dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang 

memberikan kontribusi besar kepada anggaran penerimaan. Di bawah ini 

disajikan tabel data perkembangan dana perimbangan menurut Provinsi di 

Indonesia.  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kemenkeu, 2020 diolah 

Gambar 1.1 Perkembangan Postur Anggaran DBH di Indonesia tahun 2015-

2020 (dalam Triliyun Rupiah) 

Tren Dana Bagi Hasil (DBH) di Indonesia 2015-2020 cenderung 

pertumbuhan rata-rata 2,76 persen per tahun. Peningkatan tersebut terutama 

didukung oleh penerimaan negara Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Orang 

Pribadi dan PPh Pasal 21. Peningkatan PPh Orang Pribadi tersebut dipengaruhi 

oleh peningkatan jumlah wajib pajak (orang pribadi) dan peningkatan basis pajak 

(tax base) sebagai dampak dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).  
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Penurunan sempat terjadi di tahun 2017 dipicu oleh turunnya harga 

komoditi batu bara. Di samping itu, penurunan PNBP migas terjadi sebagai 

dampak turunnya harga minyak (ICP). Pertumbuhan DBH Migas mulai positif 

pada tahun 2018 seiring dengan membaiknya harga komoditi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kemenkeu, 2020 diolah 

Gambar 1.2 Perkembangan Postur Anggaran DAU di Indonesia tahun 2015-

2020 (dalam Triliyun Rupiah) 

 Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) di Indonesia 2015-2020 mengalami 

pertumbuhan rata-rata sebesar 4,3 persen, yaitu dari Rp352.887,8 miliar (2015) 

menjadi Rp426.796,2 miliar (outlook APBN 2020). Hal ini sejalan dengan 

peningkatan Pendapatan dalam Negeri (PDN) neto dan peningkatan rasio alokasi 

DAU terhadap PDN neto yang menyebabkan alokasi DAU selalu meningkat 

setiap tahun dalam periode tahun 2015-2020. Alokasi anggaran Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa (TKDD) sangat dipengaruhi oleh seberapa besar 

Penerimaan Dalam Negeri, khususnya DAU yang berasal dari PDN neto minimal 
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26 persen. Namun pengalokasian pagu DAU nasional dalam APBN 2019 dan 

2020 berubah dari yang semula bersifat dinamis menjadi bersifat final demi 

memberikan kepastian penerimaan daerah dalam pengelolaan APBD. 

Tingginya ketergantungan keuangan daerah di pusat dan provinsi juga 

menekan provinsi untuk menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyaluran 

dana perimbangan yang diterima daerah secara optimal ke belanja daerah dapat 

menaikkan pendapatan asli daerah. Fakta menggambarkan bahwa daerah 

cenderung mengabaikan penggunaan dana perimbangan untuk pengganti dan 

menarik PAD sebagai basis utama pendapatan daerah.  

 

 

 

 

 

 

Sumber: (BPS, 2020) 

Gambar 1.3 Realisasi Belanja Daerah tahun 2010-2020 di Indonesia (dalam 

Miliyar Rupiah) 

Perkembangan belanja daerah provinsi dari tahun ke tahun mengalami 

perkembangan secara nominal. Tetapi pengeluaran mengalami trend yang 

fluktuatif walaupun jumlah nominalnya meningkat. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Aji, 2007) menunjukkan bahwa tingkat 

kemandirian daerah dalam era otonomi justru mengalami penurunan. Pemerintah 



6 
 

daerah justru semakin menggantungkan pada DAU daripada mengupayakan 

peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD). Penelitian serupa yang dilakukan 

oleh (Adi, 2007), memperlihatkan indikasi kurang seriusnya daerah dalam 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki, dengan lebih mengandalkan penerimaan 

DAU yang bersifat hibah. Sebagai pertimbangan praktis, upaya ini lebih dipilih 

daripada meningkatkan PAD secara signifikan, sehingga sebagai konsekuensinya 

PAD yang diterima menjadi lebih kecil. Kondisi ini sejalan dengan pandangan 

para pakar ekonomi. Dominannya peran dana transfer terhadap pendapatan daerah 

dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah pada dasarnya tidak efektif 

dalam memberikan bantuan bagai pemerintah daerah terhadap aliran transfer itu 

sendiri (Kuncoro, 2006). 

Adi (2009) menegaskan bahwa ketika pemerintah pusat memberikan 

bantuan melalui transfer (dalam bentuk dana perimbangan) ke daerah untuk 

meningkatkan belanja daerah, muncul spekulasi bahwa belanja pemerintah daerah 

merespon perubahan transfer secara asimetris. Perilaku asimetris ini terlihat 

dengan adanya belanja yang bersumber dari hibah yang memberikan manfaat bagi 

pemerintah daerah, sedangkan di sisi lain anggaran juga berkurang.  

Adanya perilaku asimetris yang ditunjukkan oleh pengaruh DAU terhadap 

belanja daerah dan PAD. Besar kecilnya proporsi DAU berpengaruh positif 

terhadap belanja daerah, namun proporsi PAD yang besar tidak berpengaruh 

signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa transfer 

pemerintah terutama DAU sangat dominan dalam pembiayaan belanja daerah 

(Maimunah, 2006) 
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Menurut Dollery dan Worthington (dalam Adi, 2009) fenomena seperti ini 

dapat diindikasikan sebagai ilusi fiskal. Tiap pendapatan pemerintah pasti 

berdampak pada besarnya sisi belanja. Semakin besar belanja pemerintah, 

pemerintah pasti mendapatkan keuntungan dari peningkatan pendapatan 

pemerintah di masa mendatang, seperti peningkatan pajak publik. Ini 

membuktikan adanya hubungan simetris pada sisi belanja pemerintah dengan sisi 

penerimaan pemerintah. Jika ada keadaan sebaliknya dimana ada hubungan 

asimetris, hal ini bisa dikatakan sebagai ilusi fiskal, karena pemerintah pusat atau 

masyarakat tidak menyadari bahwa kontribusi (baik dana transfer dan 

pajak/retribusi daerah) lebih besar dari pada kebutuhan nyata pemerintah daerah. 

Pemerintah daerah cenderung menggunakan dana hibah dari pemerintah pusat 

yang secara asimetris berdampak negatif pada upaya peningkatan potensi daerah. 

Salah satu indikatornya adalah Pendapatan Asli Daerah. 

Penelitian ini mengkaji tentang pendeteksian ilusi fiskal pada keuangan 

pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Bahan kajian provinsi tersebut 

dimaksudkan guna memulihkan penganggaran dalam memenuhi belanja yang 

selama ini dilaksanakan daerah. Diduga pemerintah daerah provinsi memiliki 

perilaku asimetris dalam menyikapi belanja anggaran pemerintah pusat. Perilaku 

asimetris pemerintah daerah provinsi menjadikan kontribusi pajak daerah dan 

mempengaruhi pola belanja daerah terhadap kinerja keuangan yang lemah. Atas 

dasar pemikiran tersebut, maka untuk penyusunan skripsi ini dipilih judul 

Analisis Deteksi Ilusi Fiskal Pemerintah Provinsi di Indonesia Periode 2016-

2020  
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1.2 Rumusan Masalah 

Dengan adanya latar belakang tersebut maka dirumuskan masalah 

penelitian yakni, apakah terjadi ilusi fiskal dalam bidang keuangan pemerintah 

provinsi di Indonesia? 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis terjadinya 

ilusi fiskal dalam bidang keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. 

1.3 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu bagi akademisi dan 

bagi praktisi, yakni : 

1. Bagi Akademisi 

a. Diharapkan pada penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan 

dan wujud sumbangsih pemikiran bagi jurusan Ekonomi Pembangunan 

tentang dana transfer daerah serta bahan studi bagi kepentingan penulisan 

ilmiah yang sejenis. 

b. Menjadi dasar dan referensi yang relevan untuk penelitian lebih lanjut 

terkait keuangan daerah. 

2. Bagi Praktisi 

a. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah atau dinas-dinas 

yang terkait untuk lebih menyikapi hubungan keuangan pemerintah pusat 

dan daerah terutama dari aspek pemberian dana transfer dan kemandirian 

daerah. 
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b. Diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana perilaku pemerintah 

daerah terhadap kebijakan dana transfer pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah di tingkat Provinsi se-Indonesia sehingga dapat 

dijadikan wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 

c. Membantu merumuskan kebijakan terkait dengan pemerintah pusat untuk 

transfer dana ke pemerintah daerah. 
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